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KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 50 TAHUN 1999
TENTANG
FENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1II
TANGGAMUS NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT ITI TANGGAMUS.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Membaca : 1. Surat Bupati Kepala DPaerah Tingkat II Tanggamus
Nomor 188.342/2484/04/1999 tanggal 7 Mei 1999
perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daarah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tanggamus.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Tanggamus Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat
II Tanggamus.

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, dipandang paerlu untuk
mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran
Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2688B).

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor &0; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).



4. Peraturan Pemaerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan subagian Urusan Pemarintahan dibidang
Pekarjaan Unum kepada Dasrah {(Lembaran Negara Tahun
1987 HNumor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3353);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
fanvealanggeraan 0Otonoan Tacrah dongan Titik Berat
pada Daeraly Tipghet I7 TLowlaran Hegara Tahun 1992
Nomnr 77, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3487):

6. Keputusen Mentari Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992
tentany Peodonian Organisasi Dinas Daerah;

7. hegatbugsan Mentari Calam Hegari Nomor 834 Tahun 1993

tantang EanLuk Perasurar Nae oy dJun Peraturan Daerah
Pargbsten

8. Kepitusan Manivi j Lalam tagai i Nomzr 85 Tahun 1993
Lentany Fanhyuncdiigan roeraiaran Daarah  dan atau
Kaputuzan Keoala Dasralb Lawat Tenggane Wakiug

Xapiatusar Meatear | Dal.an  Nege: i Nomor 97 Tahun
1993 tent-ng Pnla Organisaci Pemerintah Daarah dan
Wilay..h

S. Keputusan Nenlari balam Hegeari Nomor 80 Tahun
1994 rerlanyg Podoman Drgainiiesi dan Tatakeria Dinas
Lirngkup Fekeriean umum Datrah;

Menetapkan : KEPLITUSAM CUBLRHULGR XEY6GLA CAFRAH TINGKAT T LAMPUNG
TENTAIG PEHGESAEM  PERATHNLAN DAERAH EABUPATEN
DAFFAM TTHCEKAT IT TANGCAMUIS MOMOR 13 TAHUN 1999
TENTANG PEMBENTUKAN, TRGANTEAST DAN TATAKERJA DINAS
FPEFETIAEAN UMM CIPTE KRARVA KAGJUPAHTEN CAERAH TINGKAT
TI TANCCAMUT .
Py u:
Mangesahkan Paraturan Daerah Kabupatan Daerah
Tingkat II Tanggamus Noinor 13 Tahun 1999 tentang
Pambent:ibar, Drganisasi Jdan Tataherja Dinas

Pekerjaan Umum Cipta Karva Kabupaten Daerah Tingkat
IT Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut -

A. Konaswaaran insntiabang huruf b kata "maka” dihapus,

B. Parda konsidaran mengingat angka J{lama) diubah
menjadi angka «4 (oaruy dan harus dibaca:

4. Undang-undang HNowen 22 Tahun 1992 taentang
Pamarintahan Daaral (Lambaran Negara Tahun
igzz.ﬂumqr ov; Tambahail Lembaran Negara Nomor
ST - Tt Y

dan angha 2, angta 3 dan angka 4(lama) menjadi
angka 1, angka 2 dan angka % (baru)



¢, KXonsideran mengingat Nowmor urut 5, Nomor urut 6,
Nomor urut 8, Nomor urut 9 dan Nomor urut 20

dihapus

D, Nomor urut pada konzideran mengingat setelah ada
parubahan agar disesuaikan kembali.

E, Pasal 1 huruf a diubah dan harus dibaca :
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Tanggamus.

P, Pasal 17 ayat [2) antara kata “kepegawaian™ dan
“menyusun” ditambah kata "Hukum™ sehingga harus
dibaca "kepegamaian, hukum, menyusun”

c¢; Pasal 20 ayat (3) antara kata "dinas™ dan "serta”
ditambah kalimat "tarmasuk pengaturan
penghunianya” sehingga bharus dibaca “dinas
Ltermasuk pengaturan psnghuniannya serta”

H, Pasal 2?7 huruf a kata “"dan pengaturan penghunian
rumah dinas” dan huruf b pada akhir kalimat,
kata buangan” diubah dan harus dibaca "limbah
sarta prasarana drainase daerah pemukiman."”

i, Pasal 24 ayat (1) setelah kata "prasarana™ diubah
dan harus dibaca " dan fasilitas 1lingkungannya
dan pengelolaan 1izin laik huni” dan ayat (2)
satalah kata "bersih” diubah dan harus dibaca
"dan air limbah serta prasarana drainase daerah
pewukiman.”

J. Pasal 28 ayab (1) antara kata “Usum” dan

“Propinsi” ditambah kalimat “"Cipta Karya"
sahingga harus dibaca “Vymin Cipta Karya”™

ke Pasal 34 tava “sajak” diubah dan harus dibaca
“pada” .
Pasal 2
Keputusan ini mulai barlaku pada tanggal

ditetapkan, denaan ketentuan avabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan peambetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 JuBni 1999

GUBERNUR KERALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO



